Form A.00.00 F

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR Qj( SAsATAS

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Alamat : Ahmad Yani No. 49, Singaraja - Buleleng, Bali

Nomor Telepon - 0362-3310571

Penjelasan Umum . PT BPR Adi Jaya Mulia merupakan BPR yang memiliki modal inti

kurang dari Rp 50 Miliar dan dengan total aset di atas Rp 10 Miliar
sehingga dalam penilaian Penerapan Tata Kelola mengacu pada
bobot B. Berdasarkan data posisi 31 Desember 2024, modal inti
sebesar Rp 15.669.639.178,- dan total aset Rp 46.639.530.949,-

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.52.07 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.01.10 L g
OTORITAS
( |JASA

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024
1 Ketut Wiratjana, S.E. Direktur Utama Direktur Utama
Ni Made Yuli Satyawati, S.E. Direktur yang  Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2 Menjalankan
Fungsi
Kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.52.42 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.01.20 L g
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Oj( |?g&mms
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024
1 Anak Agung Ngurah Sudiptha, S.E. Komisaris Utama Sebagai Komisaris Utama dan Indenpenden
dan Independen
2 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com Komisaris Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.53.59 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.01.31 N

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ( |?g&mms
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.54.25 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.01.32 ¥

: : . OTORITAS
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite (

JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.54.49 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.01.33 ¥

: . . : OTORITAS
Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite (

JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.55.08 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.02.10 I
. , , OTORITAS
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Oj( JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.55.32 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.02.20 I
. , , , OTORITAS
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain Oj( JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.55.50 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.03.10 N

: . OTORITAS
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Oj( |JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan . 31 Desember 2024

1 Ketut Wiratjana, S.E. tidak ada tidak ada

tidak ada

2 Ni Made Yuli Satyawati, S.E. tidak ada tidak ada tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.56.06 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.03.20 L g

. : OTORITAS
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan . 31 Desember 2024

Hubungan Keluarga
Nama Anggota Direksi Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham

1 Ketut Wiratjana, S.E. tidak ada tidak ada tidak ada
2 NiMade Yuli Satyawati, S.E. tidak ada tidak ada tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.56.28 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.04.10 L g
. o OTORITAS
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Oj( JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.56.45 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.04.20

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain 0’( | OTORITAS
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024
I e T [
NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT ADI JAYA TRANSPORTASI 20,00
2 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT ADI JAYA ABADI 24,00
3 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT ADI MANTRI ANO 23,80
4 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT ADI MANTRIANO PROPERTI 16,00
5 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT ADI MAS BANYUWANGI 20,00
6 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT ADI MAS GENTENGWETAN 15,00
7 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT ADI MAS GIRI 15,00
8 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT ADI MAS ROGOJAMPI 20,00
9 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT ADI MAS GENTENG 20,00
10 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT ADI MAS JAYA 20,00
11 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT GRAHA ADI JAYA 20,00
12 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT MEGA ABADI SEMEN 5,00
13 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com PT MULIA AGUNG SEMEN 5,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak ~ 30/01/2025 15.57.05 WIB Dicetak Oleh  ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.05.10 L
N OTORITAS
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR ( |JASA
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan . 31 Desember 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris Hubungan Keuangan
Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 Anak Agung Ngurah Sudiptha, S.E. tidak ada tidak ada tidak ada

2 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com tidak ada tidak ada tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.57.27 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.05.20 L
L OTORITAS
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR ( |JASA
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan . 31 Desember 2024

Hubungan Keluarga
Nama Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 Anak Agung Ngurah Sudiptha, S.E. Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com Tidak Ada Tidak Ada Ni Komang Dian Nada Saraswati, B.Com - Anak
Kandung PSP

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.57.46 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.06.10

L
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang O’( |§Jg&mms
Ditetapkan Berdasarkan RUPS KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024
J(eDnailsaIr:T11e1m .t.];ﬁ{j?]?i Direksi Dewan Komisaris
1 Gaji 2 270000000 2 216000000
2 Tunjangan 2 150000000 0 36000000
3 Tantiem 0 0 0 0
4  Kompensasi berbasis saham 0 0 0 0
5  Remunerasilainnya 0 0 0 0
Total 420000000 252000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1) Gaji Dirut dari Bulan Jan - Des 2024 : Rp 180 juta (15 juta x 12 bIn), Total Tunjangan Dirut selama setahun (termasuk THR 2x dim setahun) : Rp
100 juta, sehingga total Remunerasi Dirut selama setahun sebesar Rp 280 juta. 2) Gaiji Direktur dari bulan Jan - Des 2024 : Rp 90 juta (Rp
7.500.000 x 12 bIn), Total Tunjangan Direktur (termasuk THR 2x dim setahun) : Rp 50 juta, sehingga total remunerasi Direktur sebesar Rp 140 juta.
Kesimpulan : Total gaji seluruh Anggota Direksi selama Tahun 2024 adalah : Rp 270 juta, dan Total Tunjangan Direksi selama Tahun 2024 sebesar :
Rp 150 juta. Sehingga total remunerasi seluruh Anggota Direksi selama Tahun 2024 adalah : Rp 420 juta. 3) Untuk Jabatan Komisaris Utama
ditetapkan secara honor atau gaji setiap bulan sebesar 10 juta & THR 2x dalam setahun sebesar honor. Komisaris sebesar Rp 8 juta & THR 2x dalam
setahun sebesar honor. Maka total remunerasi Komisaris Utama selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp 140 juta ((10 juta x 12 bin) + (10 juta x 2)),
dan remunerasi Komisaris selama Tahun 2024 sebesar Rp 112 juta ((Rp 8 juta x 12 bulan) + (8 juta x 2)). Jadi, total gaji seluruh anggota Dewan
Komisaris sebesar Rp 216 juta dan total THR seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 36 juta. Sehingga total remunerasi seluruh anggota
Dewan Komisaris sebesar Rp 252 juta.

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.58.08 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.06.20

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

( | OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan . 31 Desember 2024
No Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)

1 Perumahan tidak ada

Rutin

Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)

Dewan Komisaris

tidak ada
2 Transportasi Mobil Dinas (Direktur Utama : 1 Unit Mobil Toyota Innova & Direktur : 1 tidak ada
unit mobil Toyota Avanza)
3 Asuransi Kesehatan BPJS BPJS
4  Fasilitas lainnya Bantuan Pulsa HP tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Tanggal Cetak 30/01/2025 15.58.27 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com

1 dari 1



Form A.07.00 L g

: N o . " | OTORITAS
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah ( JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) 1,60 1

2 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) 2,00 1

3 Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang 1,25 1
terendah (b)

1

4 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) 2,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) 4,66 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perhitungan rasio gaji tertinggi dan terendah berdasarkan data gaji Tahun 2023 yang disetahunkan.

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.58.47 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.08.10

OTORITAS
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun 0’(
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024
N T ey S
14-03-2024 Pada risalah pengawasan Komisaris untuk tri wulan | disampaikan agenda pengawasan,

diantaranya : rencana bisnis, isu-isu strategis, evaluasi penetapan kebijakan strategis bank dan
evaluasi rencana bisnis bank.

01-07-2024 2 Pada risalah pengawasan Komisaris untuk tri wulan Il disampaikan agenda pengawasan,
diantaranya : evaluasi rencana bisnis bank dan evaluasi atau penetapan kebijakan strategis bank.

09-09-2024 2 Pada risalah pengawasan Komisaris untuk tri wulan |l disampaikan agenda pengawasan,
3 diantaranya : realisasi rencana bisnis bank, isue-isue strategis, dan Evaluasi atau penetapan
kebijakan strategis bank.

09-12-2024 2 Pada risalah rapat tri wulan IV (periode Bulan Oktober-Nopember-Desember 2024) Dewan
4 Komisaris disampaikan agenda rapat yang membahas , diantaranya : rencana bisnis, isu-isu
strategis, evaluasi kebijakan atau penetapan kebijakan strategis bank, dan evaluasi RBB.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.59.06 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.08.20

. . OTORITAS
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Oj(
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024
Nama Anggota Dewan Komisaris Tingkat Kehadiran (dalam %)
Anak Agung Ngurah Sudiptha, S.E. 4 0 100,00
2 NI Komang Dian Nada Saraswati, B.Com 4 0 100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.59.32 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.09.00 ) SN
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) ( |

| OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh
Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud 0 0 0 0 0 0 0 0
Telah Diselesaikan 0 0 0 0
Dalam Proses Penyelesaian 0 0 0 0 0 0 0 0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 0 0 0 0 0 0 0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum 0 0 0 0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Tanggal Cetak 30/01/2025 15.59.58 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.10.00

OTORITAS
Permasalahan Hukum yang Dihadapi Oj( |JAsA
KEUANGAN

) g N

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan 31 Desember 2024

Permasalahan Hukum Jumlah (satuan)

Telah Selesai

0 0
(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
Dalam Proses Penyelesaian

0 0
Total 0 0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.00.18 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com

1 dari 1



Form A.11.00

T
: : OTORITAS
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.00.55 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form A.12.00

. : : . " OTORITAS
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik JASA

KEUANGAN

| S
QK

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan 31 Desember 2024

“ Tanggal Pelaksanaan Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) Penjelasan Kegiatan Jumlah (Rp)

20240215 Kegiatan Sosial Sumbangan Uang Duka Atas Berpulangnya Ayahanda Dari Karyawan A/n Pihak keluarga almarhum 500.000

Yunika (teller)

2 20240223 Kegiatan Sosial Punia Tawur Kesanga 2024 Untuk Hari Raya Penyepian Tahun Caka 1946 Banjar Kaliuntu, Kel. Kaliuntu, Kec. Buleleng 150.000

3 20240322 Kegiatan Sosial Sumbangan Rehab Tempat Persembahyangan Kantor Lurah Kaliuntu, Kantor Lurah Kaliuntu 200.000
Buleleng

4 20240328 Kegiatan Sosial Sumbangan/sponsor Partisipasi Kegiatan Perayaan Hari Bertahtanya Ym Kong Klenteng Kampung Tinggi 1.500.000
Co Seng Hong Ya Ke-115

5 20240404 Kegiatan Sosial Sumbangan Ke Panti Asuhan Yatim Piatu Miftahul Ulum Dalam Rangka Hut Panti Asuhan Miftahul Ulum 7.640.000
Bpr Adi Jaya Mulia Ke 3 (Sumbangan Untuk Tiga Bulanan Anak

6 20240429 Kegiatan Sosial Karyawan An Meitriani) Karyawan/Pihak Keluarga 200.000

7 20240503 Kegiatan Sosial Sumbangan/Partisipasi Hut Bpr Padma XIX PT BPR Padma 500.000

8 20240503 Kegiatan Sosial Sumbangan Acara Menikah Karyawati A/n Yunika Wahyu Karyawan/Pihak Keluarga 200.000

9 20240517 Kegiatan Sosial Sumbangan Sukaduka An Bpk Made Sudarma Pihak keluarga almarhum 227.500

10 20240521 Kegiatan Sosial Kontribusi Kegiatan Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional Pd Tgl 26 Mei 2024  Perbadindo Bali 1.250.000
di Klungkung

11 20240614 Kegiatan Sosial Sumbangan/partisipasi HUT BPR Nur Abadi yang ke-34 PT BPR Nur Abadi 350.000

12 20240620 Kegiatan Sosial Sumbangan Sukaduka Pernikahan Karyawan a/n Luh Sinta Patma Yani Karyawan/Pihak Keluarga 200.000

13 20240722 Kegiatan Sosial Sumbangan Kegiatan Pelaksanaan Program PPI Buleleng dim Rangka Hut Rl Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten 1.000.000
Ke 79 Buleleng

14 20240802 Kegiatan Sosial Sumbangan Suka Duka untuk Bpk AlIm Drs Nyoman Suwela Bpk Mertua Dari  Pihak keluarga almarhum 371.500
Bapak Ketut Wiratjana

15 20240920 Kegiatan Sosial Sumbangan Partisipasi Hut TNI Batalyon Inf. 900/sbw Yonif Inf. 900/SBW Buleleng 1.000.000

16 20240927 Kegiatan Sosial Sumbangan Acara 3 Bulanan Anak Kedua dari Ibu Dewi Asri Pihak Keluarga 785.000

17 20241209 Kegiatan Sosial Punia Piodalan Pura Batan Intaran Jalan Segara Agung Kaliuntu-Singaraja Pengurus/Pengempon Pura Batan Intaran, 150.000

Kaliuntu
18 20241212 Kegiatan Sosial Sumbangan Sukaduka An Jro Mangku | Nyoman Baret Pihak keluarga almarhum 191.500
Tanggal Cetak 30/01/2025 16.01.14 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 2



Form A.12.00

_ , , _ n OTORITAS
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Oj( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024
I e S TN
19 20241219 Kegiatan Sosial Dana Partisipasi Dalam Rangka Hut Satpam Ke-44 Asosiasi Profesi Satpam Indonesia 150.000

Kabupaten Buleleng.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal pelaksanaan sama dengan tanggal pada kolom "tgl trans" di sistem dari tgl 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.01.14 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 2 dari 2



Form B.00.00 L e N J—
TORITA
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan O’( f(%?ﬁ@\NGAN

Tata Kelola BPR
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama BPR . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan . 31-12-2024

Alamat : JLn. Ahmad Yani No. 49 Singaraja, Buleleng-Bali
Nomor Telepon - (0362) 3310571

Modal Inti BPR : 15.669.639.178,00

Total Aset BPR : 46.639.530.949,00

Bobot BPR . B

Status Audit Ekstern . Diaudit

Nilai Komposit : 1,8

Peringkat Komposit D2

Analisis To-

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.01.37 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 1



Form B.00.01 ¥

OTORITAS
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola ( |JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan . 31 Desember 2024

Penjumlahan | Total Penilaian

Faktor Bobot Faktor Struktur Proses S+P+H EaTra Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 0,200 0,59 0,80 0,16 1,55 0.310 Hasil penilaian faktor terkait pelaksanaan tugas
Direksi dan tanggung jawab Direksi, sepanjang tahun
2024 telah berjalan dengan baik.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 0,150 0,56 0,75 0,20 1,51 0.227 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Dewan Komisaris Komisaris sudah optimal karena jumlah susunan

anggota Dewan Komisaris sudah terpenuhi sejak
diangkatnya jabatan Komisaris pada Tgl 31
Oktober 2023.

Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000 Belum memiliki fungsi Komite
fungsi Komite

Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan 0,100 1,00 0,40 0,10 1,50 0.150 Sepanjang tahun 2024, belum pernah terjadi
benturan kepentingan

Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR 0,100 0,90 0,88 0,20 1,98 0.198 Terkait penerapan fungsi kepatuhan BPR sudah
cukup baik dan dengan harapan penerapannya
lebih meningkat karena telah memiliki Direktur
Operasional Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan sejak Tanggal 31 Oktober 2023.

Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern 0,100 0,90 0,90 0,13 1,93 0.193 Fungsi audit intern telah melaksanakan fungsinya
dengan baik dan sesuai ketentuan.

Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern 0,025 0,50 0,40 0,20 1,10 0.028 Fungsi audit ekstern untuk tahun 2024 telah
dilaksanakan sesuai ketentuan untuk audit
laporan keuangan tahunan periode laporan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. dan utk
pelaksanaan audit untuk laporan keuangan
periode 31 Desember 2024 telah menunjuk
AP/KAP serta telah dilaporkan ke Otoritas Jasa
Keuangan.

Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 0,100 1,34 0,97 0,20 2,51 0.251 Penerapan manajemen risiko termasuk sistem

pengendalian intern pengendalian intern cukup baik, dan perlu
ditingkatkan agar pengendalian terhadap risiko
dapat dilaksanakan dgn baik oleh semua unit
kerja BPR.

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.01.56 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 2
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OTORITAS
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola ( |f<p§?1'§.NGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan . 31 Desember 2024
Faktor Bobot Faktor Struktur Proses Hasil Pesnj;ugﬂfﬁn TotaIFI;(Ie(rtl(i)I?ian

Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit 0,075 1,50 0,80 0,15 2,45 0.184 sepanjang tahun 2024, BPR telah melaksanakan
ketentuan terkait BMPK dan belum pernah terjadi

pelanggaran BMPK.

Faktor 10: Rencana bisnis BPR 0,075 0,84 1,00 0,10 1,94 0.146 Proses RBB untuk tahun 2025 telah dilaksanakan
secara baik yang disusun oleh Direksi dan telah
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non 0,075 1,00 0,70 0,10 1,80 0.135 Transparansi kondisi keuangan dan non

keuangan, serta pelaporan internal keuangan, serta pelaporan internal telah
dilaksanakan sesuai ketentuan baik yang laporan
bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Nilai Komposit 1.8

Peringkat Komposit Baik

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.01.56 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 2 dari 2
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, , 9 | OTORITAS
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 1 Jumlah Direksi sdh memenuhi ketentuan, yaitu : minimal 2 orang dan salah satu anggota Direksi
rupiah): telah diangkat menjadi Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau 1 Seluruh anggota Direksi (baik Direktur Utama & Direktur) bertempat tinggal di kota/kabupaten
kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di yang sama dengan lokasi Kantor BPR, yaitu : Kabupaten Buleleng.
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

3 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank 2 Direktur Utama sebagai anggota Dewan Pengawas di Perbarindo Bali
dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

4 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda 1 Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga / semenda sd derajat kedua dengan
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
Dewan Komisaris.

5 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa 1 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Direksi tidak
profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek menggunakan jasa konsultan apapun baik perseorangan maupun yang sifatnya profesional.

yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya
konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan,
tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya;
dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen
yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

6 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah 1 Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test (Uji kemampuan & kepatutan) OJK.
diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Total nilai skala penerapan 7

Rata-rata 1,17
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,59

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.16 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 6
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Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi O’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P

7 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak 2 Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa
wewenang tanpa batas. batas

8 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif 2 Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk
yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. hasil pengawasan otoritas lain.

9 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat 3 Direksi menyediakan data dan informasi yang cukup lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu
waktu kepada Dewan Komisaris. kepada Dewan Komisaris

10 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan 2 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis belum sepenuhnya dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. terdapat perbedaan pendapat.

11 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau 1 Dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehari-hari, Direksi tidak menggunakan BPR untuk
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR,
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

12 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam 2 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan
rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya,
terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan dengan mengikutsertakan setiap pegawai terkait dalam seminar-seminar atau pelatihan-
tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain pelatihan secara daring / online.

dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangka pengembangan kualitas individu.

13 Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya 2 Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. hatian, namun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya.

14 Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi 2 Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang
yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat
Total nilai skala penerapan 16
Rata-rata 2,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,80

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.16 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 3 dari 6
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Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang 1 Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada
saham melalui RUPS. pemegang saham melalui RUPS setiap tahun.

16 Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan 2 Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di
strategis BPR di bidang kepegawaian. bidang kepegawaian

17 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan 2 hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat.

baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam
rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

18 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 2 Peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian
dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan hasil sesuai ekspektasi stakeholders cukup dapat dijadikan acuan atau dasar pertimbangan
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan terkait peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh
pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. pegawai dalam pengelolaan BPR walaupun secara operasional belum berjalan setahun.

19 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa 1 Penyampaian laporan penerapan tata kelola telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan,
Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah Asosiasi BPR di Indonesia dan Laporan Penerapan Tata Kelola telah diupload pada website
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. BPR.

Total nilai skala penerapan 8

Rata-rata 1,60
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,16

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.16 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 5 dari 6
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Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris
paling sedikit 3 (tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris
paling sedikit 2 (dua) orang.

2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai
ketentuan.
3 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan

telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan
anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

4 Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi
yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung
dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

5 BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota
Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah),
paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

6 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan
etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

7 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris
pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

8 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau
semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.

Sejak tanggal 31 Oktober 2023, telah diangkat Komisaris untuk melengkapi jumlah anggota
Dewan Komisaris.

Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa
Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) bertempat tinggal di Badung dan masih pada
provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR, yaitu : Provinsi Bali. Sedangkan Komisaris
bertempat tinggal di Kabupaten dimana kantor pusat berada, yaitu : Kabupaten Buleleng.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan
skala penerapan Baik (nilai 2)

Pedoman & Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang ditanda-tangani pada Tanggal 7 April 2021.

Jabatan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan dimana seluruh anggota
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2
(dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS
dan/atau Bank Umum

anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya.

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.38 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com
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Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan

31 Desember 2024

PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

10

1

12

13

14

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata
Bobot

Nilai struktur

. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan
BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern,
audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

10
1,11
0,50
0,56
2 setiap kunjungan Komisaris sering memberikan arahan dan/atau nasehat terkait prinsip kehati-
hatian terutama terkait penyaluran dana (Kredit).
2 Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
2 Dalam setiap kegiatan BPR, Dewan Komisaris tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan
kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan dalam rangka fungsi pengawasan.
2 Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern dan audit
ekstern dan terdapat hasil temuan audit Otoritas Jasa Keuangan yang pelaporannya belum
sesuai dengan komitmen bank (melewati batas tanggal pelaporan).
2 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Tanggal Cetak

30/01/2025 16.02.38 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com

3 dari 6



Form B.02.00 ™

OTORITAS
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ( |g<AELmNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.38 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 4 dari 6



Form B.02.00

. OTORITAS
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024
Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. terdapat perbedaan pendapat.

16 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, 1 Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

17 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan 2 Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas
tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan
yang memerlukan tindak lanjut Direksi. tindak lanjut Direksi.

Total nilai skala penerapan 15

Rata-rata 1,88
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,75

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan 2 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat.
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang
terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.38 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 5 dari 6



Form B.02.00 ™

OTORITAS
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ( |g<AELmNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.38 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 6 dari 6



Form B.03.00 e
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite 0’( OTORITAS
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar) |f<”é?ﬁwem

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota 0 Keterangan
Komite sesuai ketentuan.
Total nilai skala penerapan 0
Rata-rata 0,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 0 Keterangan
2 Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi 0 Keterangan
manajemen risiko.
3 Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan 0 Keterangan
tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib
kerja.
Total nilai skala penerapan 0
Rata-rata 0,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi 0 Keterangan
manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi
BPR.
Total nilai skala penerapan 0

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.59 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 4



Form B.03.00 e

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite ( OTORITAS
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar) |f<”é?ﬂwem

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.59 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 2 dari 4



Form B.03.00 e
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite m( OTORITAS
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar) |f<”é?ﬁnem

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024
T e T S
Rata-rata 0,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,00

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.59 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 3 dari 4



Form B.03.00 e

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite ( OTORITAS
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar) |f<”é?ﬂwem

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.02.59 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 4 dari 4



Form B.04.00
Faktor 4. Penanganan Benturan Kepentingan 0’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan 2 BPR telah memiliki Kode Etik, Pakta Integritas, dan Peraturan Perusahaan yang mengatur
kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk tentang benturan kepentingan.
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud
dalam Risalah Rapat.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 2,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota 1 Sepanjang tahun 2024, tidak ditemukan adanya tindakan benturan kepetingan yang merugikan
Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dari Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, maupun
atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang dari Pejabat Eksekutif.
memiliki benturan kepentingan tersebut.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3 Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan 1 Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau
BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. mengurangi keuntungan BPR.
Total nilai skala penerapan 1
Rata-rata 1,00
Bobot 0,10

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.03.18 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 4



Form B.04.00 ™

: OTORITAS
Faktor 4. Penanganan Benturan Kepentingan O’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.03.18 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 2 dari 4



Form B.04.00

: OTORITAS
Faktor 4. Penanganan Benturan Kepentingan Oj( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Nilai Hasil 0,10

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.03.18 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 3 dari 4



Form B.04.00 ™

: OTORITAS
Faktor 4. Penanganan Benturan Kepentingan O’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.03.18 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 4 dari 4



Form B.05.00 I
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan Q’( Jo;&mms
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana dan
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi tidak terlibat dalam komite kredit.
persyaratan paling sedikit untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;
dan
c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani
penyaluran dana.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan 1 Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
dengan perbankan.

3 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 2 BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : BPR telah
rupiah): menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kerja atau fungsi operasional, dimana merangkap jabatan Manajemen Risiko dan APU PPT.

kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif
yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional.
4 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 2 PE Kepatuhan telah menyusun Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan yang telah dikinikan
menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. pada tanggal 28 Juni 2024.
5 BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab 2 telah disusun dalam Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan
bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan.
Total nilai skala penerapan 9
Rata-rata 1,80
Bobot 0,50

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.03.40 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 6



Form B.05.00 ™

. OTORITAS
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan O’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.03.40 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 2 dari 6



Form B.05.00 I
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan 0’( Jo;&mms
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

o T Y T S
Nilai struktur 0,90

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- 2 sudah ditetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenubhi
langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya dengan membuat list
termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas laporan yg didistribusikan setiap awal bulan dan pedoman.
lainnya.

7 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk 2 sudah dilakukan yang disampaikan saat briefing pagi.

mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan
pelatihan ketentuan terkini.

8 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga 2 sejak diangkat dan menjabat pada tanggal 31 Oktober 2023, Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas kepatuhan telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan BPR.
Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

9 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 3 Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan perlu meningkatkan kemampuan untuk
memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
Keuangan dan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.
10 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 2 Selama Tahun 2024 Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan
melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai oleh BPR sesuai POJK terbaru, diantaranya : Pedoman Pelindungan Konsumen & Masyarakat,
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. SOP AYDA, Pedoman Penerapan Tata Kelola, Pedoman Kerja Fungsi Kepatuhan, Pedoman
Pengendalian Internal Dalam Proses Integritas Pelaporan Keuangan, dan Pedoman Strategi Anti
Fraud.

Total nilai skala penerapan 11

Rata-rata 2,20

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,88

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.03.40 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 3 dari 6



Form B.05.00 ™

. OTORITAS
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan O’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.03.40 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 4 dari 6



Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan 0’( |0T0mmS
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Sepanjang tahun 2024 sudah cukup berhasil dalam upaya penurunan pelanggaran dari tahun
sebelumnya.
12 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan 2 Laporan telah disampaikan secara berkala kepada Direktur Utama pada saat rapat anggota
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama Direksi.

dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan
kepada Dewan Komisaris.

13 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan 2 Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan khusus terkait keputusan Direksi yang
khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau menyimpang melalui laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan
keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan fungsi kepatuhan.
dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Total nilai skala penerapan 6

Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.03.40 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 5 dari 6



Form B.05.00 ™

. OTORITAS
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan O’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.03.40 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 6 dari 6



Form B.06.00
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS

0’( KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
fungsi audit intern.

2 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan
Komisaris.

3 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

5 BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang
melaksanakan fungsi audit intern.

Total nilai skala penerapan

telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani pelaksanaan fungsi Audit Intern dengan
SK Pengangkatan No. 002/SK/DIR-AJM/0321, Tanggal 16 Maret 2021

Setiap melaksanakan fungsi audit intern selalu mengacu pada pedoman kerja audit intern yang
telah ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris.

setiap melaksanakan fungsi audit / pemeriksaan kepada unit kerja sudah mengedepankan
pemeriksaan terhadap hal-hal yang sifatnya penting & material serta telah bekerja secara
independen.

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan laporan hasil pemeriksaan
ditembusan kepada Komisaris.

BPR telah berupaya terus untuk pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan
fungsi audit intern.

Rata-rata 1,80
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,90

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit 2 BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang
intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang telah disusun oleh BPR
secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan
masyarakat.

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.04.02 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 6



Form B.06.00 ™

. : OTORITAS
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern O’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.04.02 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 2 dari 6



Form B.06.00
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern 0’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

I e I
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Modal Inti kurang dari 50 miliar
rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi
audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

8 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai 2 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan cukup
dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara 3 Terkait peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. tentang penerapan fungsi audit intern dapat dikatakan cukup dengan mengikutsertakan dalam
setiap webinar terkait audit.
Total nilai skala penerapan 9
Rata-rata 2,25
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,90

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 Laporan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi Komisaris dengan tembusan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

11 BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern 1 Laporan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.04.02 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 3 dari 6
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. : OTORITAS
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern O’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024
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Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern 0’( |0T0mmS
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

I e e O S
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Modal Inti kurang dari 50 miliar
rupiah):

BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

13 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 1 Pengangkatan Pejabat Eksekutif telah disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan sejak
rupiah): diangkat dan sepanjang tahun 2024 tdk ada pengangkatan atau pemberhentian Pejabat
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI Eksekutif.

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,25
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,13

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.04.02 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 5 dari 6
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. : OTORITAS
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern O’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024
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Form B.07.00

'\
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 OTORITAS
Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) O’( UEANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 1 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi
memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik,
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
dengan KAP dimaksud.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik 1 KAP yang ditunjuk telah terdaftar di OJK dan telah mendapat persetujuan RUPS berdasarkan
dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan usulan Dewan Komisaris.
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas 1 hasil audit KAP utk laporan keuangan Tahun 2023 yang pelaksanaannya di Tahun 2024, telah
Jasa Keuangan. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan 2
Rata-rata 1,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan 2 Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana 2 Cakupan hasil audit KAP paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.04.22 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 4
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Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 ( |0TORITAS

Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
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Posisi Laporan - 31 Desember 2024
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Form B.07.00 ™
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 v (| OTORITAS

Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 2,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,20

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.04.22 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 3 dari 4



Form B.07.00 ™

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 ( |0TORITAS

Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024
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Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Oj( OTORITAS

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar 3 Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko masih dirangkap oleh P.E. Kepatuhan & APU PPT sesuai
rupiah): dengan SK Pengangkatan No. 001/SK/DIR-AJM/0321, Tanggal 16 Maret 2021. dan sesuai RBB
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Th 2025 akan melakukan penambahan pegawai yang bertugas sebagai staf APU-PPT sesuai
Risiko; dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang APU PPT dan PPSPM.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

2 BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan 3 BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko yang
penetapan limit Risiko. penerapannya harus lebih dioptimalkan karena adanya perangkapan jabatan.

3 BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko 2 BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat
yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan, berupa : SOP, Pedoman, dan SK Direksi.
Total nilai skala penerapan 8
Rata-rata 2,67
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,34

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4 Direksi: 2 BPR telah memiliki pedoman Manajemen Risiko secara tertulis dan transaksi-transaksi yang
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara memerlukan persetujuan Direksi dalam bentuk otorisasi pada sistem CBS
tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan
Direksi.
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Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
KEUANGAN

aK s

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan

31 Desember 2024

PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

10

11

12

Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan
Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 3
Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 3

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai 2
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen 2
yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh 2
jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan
dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

Total nilai skala penerapan 17

Rata-rata 2,43
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,97

. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan 2
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas 2
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Total nilai skala penerapan 4

Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi kebijakan
Direksi.

BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material, namun harus lebih dioptimalkan lagi terkait
penerapannya terutama terkait risiko kredit.

BPR telah berupaya terus untuk menerapkan sistem pengendalian namun belum seluruhnya
dapat dilaksanakan secara optimal.

BPR telah berupaya menerapkan manajemen risiko diantaranya : risiko Kredit, risiko
Operasional, Kepatuhan, dan Likuiditas (4 risiko karena modal masih dibawah 50M) sesuai
ketentuan.

didukung oleh sistem USSI Gen Il sebagai Core Banking BPR yang dapat dikatakan memadai.

mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan secara online (webinar/Zoom) yang berkaitan
dengan Manajemen Risiko.

Laporan Profil Risiko semester | (Januari - Juni 2024) telah disampaikan secara online (Daring)
pada Tanggal 24 Juli 2024, dan untuk laporan semester Il (Periode Juli - Desember 2024) akan
dilaporkan secara online (Daring) dengan batas waktu sd Tgl 31 Januari 2025.

BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak

30/01/2025 16.04.43 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com
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o I T S
Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20
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Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit 0’( OTOR'TAS

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait 3 BPR telah memiliki pedoman yang cukup memadai terkait BMPK yang sudah dikinikan sesuai
dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, POJK yang baru, yaitu POJK No 23 Tahun 2022, namun terkait monitoring dan penyelesaian
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai masalah kredit masih perlu perbaikan agar lebih efektif dan optimal.
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Total nilai skala penerapan 3

Rata-rata 3,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan 2 BPR telah mengkinikan pedoman BMPK sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2022 tentang BMPK
prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. BPR dan BMPD BPRS.
3 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit 2 Selama tahun laporan 2024, tidak terdapat pelanggaran BMPK.

besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 2,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian 2 Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran BMPK dan laporan BMPK telah disampaikan
kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu melalui Aplikasi
berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan.
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa 1 BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan. Keuangan.
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Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Total nilai skala penerapan

Rata-rata 1,50
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,15
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Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024
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Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

oK

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan 31 Desember 2024

PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan

rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang
signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka
memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata
Bobot
Nilai struktur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4 Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:
g.ljgll(tor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
C. penerapan manajemen risiko.

5 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana
bisnis BPR.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata

Bobot

Nilai Proses

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1,67
0,50
0,84

2,50
0,40
1,00

Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 telah disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan
dari Dewan Komisaris ketentuan.

Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana
bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan
cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Rencana bisnis BPR telah mendapat dukungan dari pemegang saham dalam rangka
memperkuat permodalan dan infrastruktur, dimana BPR telah memenuhi ketentuan pemenuhan
modal inti minimun sebesar 6 miliar.

Rencana Bisnis Bank yang disusun berdasarkan pertimbangan faktor eksternal dan internal
yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, namun pihak Bank masih harus
meningkatkan implementasi prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dalam
kegiatan usaha BPR.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran.

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.05.32 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com

1 dari 4



Form B.10.00 ™

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR O’( |J0g&n|ms
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.05.32 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 2 dari 4



Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR 0’( |0T0HITAS
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia
Posisi Laporan - 31 Desember 2024
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Rencana bisnis bank untuk tahun 2025, telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. ketentuan.
Total nilai skala penerapan 1
Rata-rata 1,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,10

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.05.32 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 3 dari 4



Form B.10.00 ™

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR O’( |J0g&n|ms
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.05.32 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 4 dari 4



Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 0’( OTOR'TAS

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh 2 didukung oleh sistem USSI Gen Il dengan dukungan SDM yang memadai, dimana Kabag IT
sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber memiliki latar belakang pendidikan IT, berpengalaman dan telah memiliki sertifikat IT.
daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,
kini, dan utuh.
Total nilai skala penerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi 1 Laporan publikasi 3 bulanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan
paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus
dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi 2 BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum,
umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada),
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan
seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan.

4 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau 2 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5 BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan 2 BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan 7
Rata-rata 1,75
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,70

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.05.52 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 1 dari 4



Form B.11.00 ™

: .- OTORITAS
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan O’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.05.52 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 2 dari 4



Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan O’( |°T0“'TA5
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

o] e e e
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani telah ditandatangani
oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta minimal 1 orang anggota Direksi.

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan 1 selama tahun 2024 tdk terdapat laporan pengaduan nasabah.
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,10

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.05.52 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 3 dari 4



Form B.11.00 ™

: .- OTORITAS
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan O’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia

Posisi Laporan - 31 Desember 2024

Tanggal Cetak 30/01/2025 16.05.52 WIB Dicetak Oleh ayunulus@gmail.com 4 dari 4



LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK
HASIL AUDIT INTERN

PERIODE 31 DESEMBER 2024

PT. BPR. ADI JAYA MULIA
JL. A.YANI NO 49,
BULELENG — BALI



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN UMUM

PT BPR ADI JAYA MULIA
POSISI Per 31 Desember 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

B ¢ A
PT. BPR ADI JAYA MULIA

Nominal dalam Rupiah

Keterangan Mutasi
Rencana Bisnis Realisasi Nominal %
2024 2024
Total Aset 54.873.415.211 46.639.530.949 | (8.233.884.262) | 84.99
Penempatan Pada Bank 23.766.794.855 24.108.612.121 341.817.266 | 101.43
Lain
Kredit Yang Diberikan 30.370.660.919 21.881.263.629 | (8.489.397.290) | 72.04
-Nominal NPL
-Lancar 28.776.201.221 16.351.625.277
-Dalam Perhatian Khusus 911.119.828 3.184.438.0857
-Kurang Lancar 379.633.261 496.085.476
-Diragukan 1.349.114.019
-Macet 303.706.609 500.000.000
-Hapus Buku
-AYDA
Dana Pihak Ketiga 37.138.667.787 29.538.501.175 | (7.600.166.612) 79.53
-Tabungan 9.974.218.719 9.727.190.327 (247.028.329) | 97.52
-Deposito 27.164.449.068 19.811.310.848 | (7.353.138.220) | 72.93
Simpanan dari Bank Lain 1.000.000.000 1.000.000.000
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PT. BPR ADI JAYA MULIA

Pinjaman yang Diterima - -

Laba Tahun Berjalan 1.000.973.751 573.412.964 (427.560.787) | 57.28
Sebelum Pajak

RASIO TINGKAT KESEHATAN BANK

-CAR 85 111.06
-ROA 2 1.30
-BOPO 81 88.65
-CR 41 13.34
-LDR 82 74.08
-KAP 1 3.83
-NPL GROSS 2 10.72
-PPAP 100 100

Dari data tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dana pihak ketiga :

- Tabungan
Penghimpunanan dana tabungan di BPR Adi Jaya Mulia tidak sesuai target yang di
rencanakan dalam RBB yaitu sebesar Rp.9.974.218.719 sedangkan yang tercapai
Rp.9.727.190.327 atau tercapai sebesar 97.52 % dari target

- Deposito
Realisasi Deposito Kurang dari target yang di rencanakan , yaitu target sebesar Rp.
27.164.449.068 terealisasi sebesar Rp. 19.811.310.648 — atau sebesar 72.93% dari
rencana deposito yang di bebankan perlu dilakukan evaluasi baik dari perencanaan,
produk maupun dari SDM sehingga kedepan target bis atercapai

- Antar Bank Pasiva
Jumlah dana bank lain pada BPR Adi Jaya Mulia per Desember 2024 sebesar Rp.
1.000.000.000- sedangkan dalam Rencana ditargetkan sebesar Rp.1.000.000.000



B ®

BANK ADI JAYA

PT. BPR ADI JAYA MULIA

2. Kredit yang diberikan

Pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada masyarakat sampai Periode 31 Desember 2024

sebesar Rp. 21.606.764.435 atau kurang dari target yang di rencanakan sebesar Rp.

30.370.660.919 (72.04%) tidak tercapainya kredit sesuai dengan yang di rencanakan perlu

mendapat perhatian dan melakukan evaluasi sehingga kedepanya kredit bisa tumbuh sesuai

dengan yang direncanakan dan di barengi dengan kualitas yang baik

Pendapatan

Total pendapatan operasional sampai dengan akhir Desember 2024 terealisasi sebesar

Rp 5.314.191.440 ,- sedangkan target pendapatan sebesar Rp. 6.164.687.430- tidak tercapai,

sehingga terdapat kekurangan Rp.850.495.990,- atau 86.20% dari target di tahun 2024 akibat

meningkatnya NPL BPR di tahun 2024 dan tidak tumbuhnya Kredit sesuai dengan rencana

bisnis bank

Biaya-biaya / Pengeluaran

Total biaya operasional sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar Rp. 4.740.778.476

sedangkan anggaran biaya yang ditetapkan sebesar Rp. 4.969.351.420- ini di sebabkan telah

melakukan efesiensi sehingga bisa menekan biaya operasional BPR

Laba/Rugi

Sampai dengan akhir Desember 2024, tercatat laba sebelum pajak sebesar Rp.573.412.964

rencana pencapaian laba sebelum pajak tahun 2024 sebesar Rp 1.000.973.751 atau tercapai

57.28 % dari target yang di bebankan.

Aset

Sampai dengan akhir Desember 2024 aset BPR Adi Jaya Mulia tidak memenuhi target yang

direncanakan yaitu tercapai sebesar 84.99 % atau sebesar Rp. 46.639.530.949 dari target

yang direncanakan yakni sebesar Rp.54.873.415.211,

Permodalan / Equity

Terkait dengan komposisi permodalan Bank sampai dengan akhir Desember 2024,bahwa

modal dasar ditetapkan Rp. 60.000.000.000,- selanjutnya modal disetor sebesar Rp.

17,900,000.000

Sesuai ketentuan terbaru POJK Nomor 5/P0OJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum,maka BPR Adi Jaya , ratio KPMM sebesar

111.06 % jadi dapat disimpulkan BPR sangat sehat



W o A
PT. BPR ADI JAYA MULIA

Selain hal-hal diatas , ditemukan kelemahan-kelemahan dalam tata kerja di bidang Manajemen dan
Kredit, yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut antara lain
1. ketentuan yang perlu segera ditindaklanjuti yaitu :
a. Masih terdapat Pejabat Eksekutif ( PE ) yang rangkap jabatan sebagai PE Kepatuhan,
Manajemen Resiko ,dan APU PPT
b. Belum adanya Kabag Operasional penganti sejak diangkatnya kabag Operasional
menjadi Dirut operasinal yang membawabhi fungsi kepatuhan 1 November 2023
2. Kelemahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh manajemen, antara lain:
Proses inisiasi, analisa dan putusan kredit debitur belum memperhatikan beberapa aspek
meliputi:
- Minimnya informasi dalam pengungkapan arus kas Debitur dan bukti-bukti pendukung
dalam menganalisa kredit debitur
- Agunan kredit yang belum selesai di APHT di notaris harap segera di selesaikan mengingat

proses pencairan kreditnya sudah lama



B ¢ A
PT. BPR ADI JAYA MULIA

BAB I
PENDAHULUAN

e Latar Belakang Pemeriksaan

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan yang salah satu
usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sehingga dalam operasionalnya
harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor yang penting bagi BPR dalam
rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan
memadai. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2024 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 Tentang Standar Pelaksanaan
Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, dimana bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari
Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif (PE)
untuk menjalankan fungsi audit intern serta wajib menyampaikan laporannya kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) berupa rangkuman pokok-pokok seluruh hasil pemeriksaannya yang dilakukan selama
periode 1 (satu) tahun.

e lLandasan Pemeriksaan
Landasan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/P0JK.03/2020 tentang Bank Perkreditan
Rakyat;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/P0JK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOQJK.03.2016 tentang Standar
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat;

6. POJK9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah

7. Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR);

8. Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang
diberlakukan bagi Bank Perkreditan Rakyat sejak 1 Januari 2010;

9. Anggaran Dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat ADI JAYA MULIA beserta perubahannya.

10. PKPB ( Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR ) PT. BPR Adi Jaya Mulia 2024
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11. Sistem Operasional Prosedur ( SOP ) Informasi Teknologi
12. RAKT Audit SPI tahun 2024
e Tujuan Pemeriksaan
Adapun tujuan pemeriksaan yaitu :
1. Menjalankan fungsi audit intern sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko;
2. Memberikan penilaian atas kepatuhan Bank terhadap berbagai peraturan; serta
3. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada Direksi dan Manajemen mengenai
sistem pengendalian intern, kebijakan, dan prosedur serta efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya.
e Ruang Lingkup Pemeriksaan
Ruang lingkup pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan prioritas, terutama yang menyangkut
ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pengendalian intern, dan
pemeriksaan terhadap unit kerja yang diperiksa.
e Metodologi Pemeriksaan
Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan diatas, maka
metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah interview, vouching, verifikasi, dan metode
lainnya yang disesuaikan dengan kondisi pada saat pemeriksaan.
e Tanggal Pelaksanaan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan mulai Tanggal 2 Januari 2025 sampai tanggal 13 Januari 2025
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PT. BPR ADI JAYA MULIA

BAB II
Gambaran Umum Perusahaan

A. Gambaran Umum Perusahaan

PT. BPR. ADI JAYA MULIA (selanjutnya disebut "Bank") berkedudukan di jalan A.Yani No 49
Kaliuntu Buleleng , berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tgl. 4 September 1989 yang dibuat
dihadapan Notaris K Rames Iswara SH di Denpasar , yang telah mendapat Pengesahan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 4 November
1989 Nomor (C2-10157.HT.01.01-TH.89, berikut perubahan-perubahannya, terakhir
berdasarkan Akta dibuat dihadapan | Gede Semester Winarno,SH., Notaris di Denpasar, Akta
Nomor 34 tertanggal 27 Juli 2021, perubahan mana telah mendapat Persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Juli 2021 dengan Surat
Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0432019

PT Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya Mulia yang disingkat Bank Adi Jaya merupakan hasil
akuisisi PT Bank Perkreditan Rakyat Ayunulus yang disingkat PT BPR Ayunulus yang
berkedudukan di Kediri, Kabupaten Tabanan.

Komposisi kepemilikan modal Bank sebesar Rp. 17.900.000.000 (Tujuh Belas Miliar Sembilan
ratus juta rupiah ) sesuai dengan Akta No. 05 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dihadapan
Notaris Ketut Putu Suardana SH,M.Km. Notaris di Kota Singaraja dan telah mendapat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat No. S-191/KR.0812/2023,
tanggal 29 Mei 2023 perihal ; Pencatatan Perubahan Kepemilikan Saham , dengan komposisi

modal, sebagai berikut :

No Nama Lembar Nominal (Rp Ribu) %
Ni Nyoman Susanti 174.000 17.400.000.000 97.21
Ni Wayan Tini 5.000 500.000.000 2.79
Jumlah 179.000 17.900.000.000 100,00

Selanjutnaya perubahan Akta no. 02 tgl.1 November 2023 tentang pengangkatan pengurus
(Direktur dan Komisaris) dibuat dihadapan Notaris Ketut Putu Suardana SH,M.Km. Notaris di
Kota Singaraja dan Akta Terakhir No.08 tgl.31 Mei 2024 tentang perubahan Nomenklatur dari
PT. Bank Perkreditan Rakyat Adi Jaya Mulia Menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Adi Jaya
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Mulia Di singkat Bank Adi Jaya dibuat dihadapan Notaris Ketut Putu Suardana SH,M.Km. Notaris

di Kota Singaraja

1. Kepengurusan

a. Susunan kepengurusan Bank Adi Jaya Mulia periode Desember 2024 , yaitu :

Nama Jabatan
Anak Agung Ngurah Sudiptha Komisaris Utama
Ni Komang Dian Nada Saraswati komisaris
Ketut Wiratjana Direktur Utama
Ni Made Yuli Satyawati Direktur Operasional Membawabhi
Fungsi Kepatuhan

b. Pejabat Eksekutif

Nama Jabatan
| Gusti Made Suardana Kabag IT
| Gusti Agung Ayu Ratna Dewi Kabag SDM dan Umum
Nyoman Widiartha PE SPI
I Nyoman Kusumarjaya PE Kepatuhan, MR dan APU & PPT
| Ketut Mas Angarta Tenaya Kabag Dana dan Kredit

Saat ini Jumlah Karyawan PT BPR Adi Jaya Mulia Sebanyak 31 orang
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BAB I
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

e Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Bank disusun sesuai dengan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat
(PA-BPR) dan SAK ETAP yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2010 serta prinsip dan praktik
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk
penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp.). Laporan keuangan diukur
dengan biaya historis kecuali akun tertentu diukur dengan dasar lain seperti dijelaskan
dalam kebijakan akuntansi pada masing-masing akun.

e Penempatan Pada Bank Lain
Penempatan pada bank lain terdiri dari giro pada bank umum, tabungan, dan deposito pada
bank lain diakui sebesar nilai nominal. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup
kemungkinan kerugian atas tabungan dan deposito tersebut disajikan sebagai pengurang
(offsetting account) dari tabungan dan deposito tersebut (jika ada penurunan nilai atau
adanya kemungkinan kerugian).

e Kredit Yang Diberikan
Nilai buku awal Kredit Yang Diberikan, diakui sebesar pokok kredit dikurangi provisi dan
ditambah biaya transaksi yang ditanggung oleh Bank. Kredit yang diberikan disajikan di
Neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi
yang belum diamortisasi. Saldo Penyisihan Kerugian Kredit disajikan sebagai pos pengurang
dari kredit yang diberikan. Penyisihan tersebut merupakan jumlah kerugian atas kredit yang
diberikan, yang ditetapkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Kredit diklasifikasikan
sebagai non-performing pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo atau pada saat
manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut
diragukan. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai non-performing tidak
diperhitungkan dan akan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.
Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang
dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan

bunga yang ditangguhkan.
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e Penyisihan Kerugian Kredit
Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul
sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Saldo Penyisihan Kerugian Kredit
disajikan sebagai pos pengurang kredit. Sedangkan beban pembentukan penyisihan kerugian
kredit disajikan setelah beban bunga pada pos beban penyisihan kerugian kredit.
Besarnya penyisihan kredit yang diberikan yang diklasifikasikan mengacu pada peraturan
Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/P0OJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang
tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan kerugian kredit BPR.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, sebagai berikut :

Umum 0,5 % Dari aset produktif yang tergolong lancar

Khusus 3% Dari aset produktif yang tergolong dalam Perhatian Khusus

setelah dikurangi nilai agunan

10% Dari aset produktif yang tergolong kurang lancar setelah

dikurangi nilai agunan

50% Dari aset produktif yang tergolong diragukan setelah dikurangi
nilai agunan
100% Dari aset produktif yang tergolongkan macet yang masih

tercatat dalam pembukuan bank dikurangi nilai agunan

Kredit dihapusbukukan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah
tidak akan tertagih lagi. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbuku diakui sebagai
penambahan pendapatan operasional lainnya.

e Agunan Yang Diambil Alih
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank dalam rangka
penyelesaian kredit baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan
penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual
diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet, dengan
kewajiban untuk segera dicairkan kembali.
Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan pada nilai wajar setelah
dikurangi biaya untuk menjual, maksimum sebesar kewajiban debitur. Bank tidak boleh
mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.
Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah
antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual. Apabila

agunan yang diambil alih mengalami penurunan nilai, maka Bank mengakui rugi penurunan
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nilai. Apabila agunan yang diambil alih mengalami pemulihan penurunan nilai, maka Bank

mengakui pemulihan maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat agunan yang diambil alih dan hasil

penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional.

Aset Tetap Dan Inventaris

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan

sesuai dengan SAK ETAP Bab 15. Seluruh aset tetap (kecuali tanah) disusutkan sesuai dengan

Standar Keuangan tersebut.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method)

berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Jenis Aset umur Aset
(Tahun)

Gedung 20
Kendaraan Gol. I/ 4
Mesin-Mesin

Peralatan Kantor/Meja, 8
Kursi, dll

Inventaris Kantor 1

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai beban pada

Laporan Laba Rugi periode terjadinya, sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa

manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi yang akan datang dalam

bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan

(kapitalisasi).

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap

berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap

tersebut dibukukan dalam Laporan Laba Rugi tahun bersangkutan.

Pengakuan Pendapatan Dan Beban Bunga Kontraktual

Pendapatan dan Beban Bunga Kontraktual diakui secara akrual (accrual basis) kecuali

pendapatan bunga dari kredit dan aset produktif lainnya dengan klasifikasi kurang lancar,

diragukan dan macet (“non-performing”), diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar

telah diterima.

Pendapatan bunga dari penempatan pada Bank lain, amortisasi pendapatan bunga

ditangguhkan disajikan sebagai bagian dari bunga kontraktual.
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Pendapatan bunga atas aset produktif dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan
macet yang belum diterima diungkapkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian
pada Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai komitmen dan kontinjensi.
e Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Provisi
Pendapatan provisi kredit diakui sebagai berikut :
1) Pembayaran biaya provisi dan biaya transaksi yang berkaitan dengan pinjaman yang
diterima diakui secara akrual dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman
2) Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi disajikan sebagai
pengurang dari pinjaman yang diterima, sedangkan amortisasinya diakui sebagai
penambah beban bunga.
e Pajak Penghasilan
Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan
yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Bank mengakui kewajiban atas

seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar
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BAB IV

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

A. Kondisi Keuangan

Berikut ini pemaparan atas kondisi keuangan pada Laporan Keuangan Konsolidasi periode 31

Desember 2024 dibandingkan dengan Rencana Kerja/Rencana Bisnis Bank (RBB) :

Aktiva Produktif Posisi Pemeriksaan Mutasi
RBB 2024 Realisai 2024 Nominal %

Total Aset 54.873.415.211 46.639.530.949 | (8.233.884.262) | 84.99
DPK
- Tabungan 9.974.218.719 9.727.190.327 (247.028.329) | 97.52
-Deposito 27.164.449.068 19.811.310.848 | (7.353.138.220) | 72.93
Simpanan dari Bank Lain 1.000.000.000 1.000.000.000
Pinjaman Yang diterima
Kredit Yang diberikan
-Baki Debet 30.370.660.919 21.881.263.629 | (8.489.397.290) | 72.04
-Provisi 239.504.730 274.499.194
Penempatan dibank lain 23.766.794.855 24.108.612.121 341.817.266 | 101.43
Laba Tahun berjalan 1.000.973.751 573.412.964 (427.560.787) | 57.28

B. Analisa Rasio Rasio BPR Adi Jaya Mulia

Penilaian Rasio rasio BPR Adi jaya Mulia periode 31 Desember 2024 , adalah sebagai berikut :

Keterangan Rencana Kerja 2023 Realisasi 2023
Rasio Predikat Rasio Predikat
CAPITAL ( Permodalan) 85 Sehat 111 Sehat
-CAR (Capital Adequacy Ratio)
Asset Quality : 1 Sehat 3.83 Sehat
- KAP (kualitas aktiva Produktif)
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-NPL (Non Performing Loan) 2 Sehat 10.62 Kurang
PPAP 100 Sehat 100 Sehat
(Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif

Earning (Rentabilitas) : 2 Sehat 1.30 Sehat
-ROA(Return on Asset)

BOPO 81 Sehat 88.65 Sehat

(Biaya Operasional Pendapatan

Operasional)

Liquidity (Likuiditas) : 82 sehat 74.08 Sehat
-LDR (Loan to Deposit Ratio)
-CR (Cash Ratio) 41 Sehat 13.34 Sehat

Dilihat dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank di atas, terdapat beberapa rasio yang tidak sesuai
dengan rencana bisnis yang telah disusun antara lain :
1. ROA (Return On Asset)

ROA merupakan rasio untuk mengukur tingkat profitabilitas Bank dalam pengelolaan
aset, dimana rasio ini mencerminkan kemampuan Bank dalam mengelola aset yang dimiliki untuk
menghasilkan Laba. Secara rencana bisnis ROA di targetkan sebesar 2% tetapi tercapai hanya 1.30%
perlu ditingkatkan sehingga BPR dapat menghasilkan laba secara Optimal

2. NPLDan KAP

NPL Merupakan rasio untuk mengukur kredit bermasalah yang terjadi di BPR sehingga bisa
mempengaruhi penghasilan BPR jika NPL mengalami peningkatan oleh karena itu penting bagi BPR
dalam mengelola KAP ( kualitas aktiva produktif) sehingga dapat menghasilkan laba yang diharapkan.
NPL yang direncanakan tahun 2024 sebesar 2 % tetapi realisasinya tahun 2024 sebesar 10.62 % dan
juga KAP yang direncanakan tahun 2024 1 % tetapi realisasinya tahun 2023 sebesar 3.83 %, untuk hal
tersebut di perlukan pengawasan yang lebih baik saat pencairan kredit dan selama kredit berjalan
sehingga dapat meminimalkan resiko kredit dan juga diperlukan penyelesaian kredit kredit

bermasalah sehingga rasio NPL dan KAP sesuai dengan rencana bisnis yang di harapkan

3. Rasio BOPO

Rasio BOPO adalah Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPOQ) adalah rasio
yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam mengendalikan biaya

operasional dalam rencana kerja BPR Adi Jaya rasio di harapkan 81 % tetapi realisasinya sebesar
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88.65 % ini di sebabkan oleh menurunya pendapatan yang di hasilakan oleh BPR diakibatkan
rendahnya penyaluran kredit yang diberikan dan juga meningkatnya NPL di tahun 2024

POKOK - POKOK HASIL PEMERIKSAAN
1) Bidang Informasi Dan Teknologi ( IT)

Rincian pokok-pokok hasil pemeriksaan disajikan sebagai berikut :

Wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang bertanggungjawab
terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi
1. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi
a. Dalam rencana pengadaan Teknologi Informasi Direksi sudah menjalankan fungsinya
salah satunya dengan memeriksa pengajuan, menyetujui pengajuan pembelian
perangkat teknologi sebelum dilakukan pembelian oleh Kepala Bagian TI.
b. Direksi Bank sudah melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan,
pelatihan, atau sertifikasi dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran atas

pengamanan informasi Bank.

Bentuk peningkatan kompetensi misalnya dengan memberikan pelatihan dan edukasi

dari pelaksanaan baik dari online maupun Offline

2. Wewenang dan Tanggung Jawab Komisaris Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi

a. Komisaris sudah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban penyelenggaraan
TI, hal ini dapat dilihat dari laporan-laporan untuk pengadaan perangkat Teknologi
Informasi selalu di informasikan ke Komisaris. Bila ada kendala-kendala dalam
pengadaan, pengembangan diinformasikan ke Komisaris.

3. Wewenang dan Tanggung Jawab Pegawai vyang Bertanggugjawab Terhadap

Penyelenggaraan Teknologi Informasi

a. Pegawai Tl sudah terlibat langsung dalam proses pengadaan dan pengembangan Tl salah
satunya dengan memberikan masukan spesifikasi teknik untuk Tl yang diadakan, namun
demikian pegawai Tl belum membuat laporan secara tertulis mengenai frekwensi
perbaikan dari tiap-tiap perangkah keras atau lunak.

b. Pegawai Tl sudah mendukung proses pengembangan Tl diantaranya melakukan evaluasi
terhadap klausul-klausul perjanjian kerjasama agar sesuai dengan bagian yang akan
dikembangkan, n dalam evaluasinya selalu berpedoman kepada POJK SPTI yang berlaku.

c. Pegawai Tl sudah berkoordinasi dengan penyedia jasa teknologi informasi untuk

melakukan back up data-data keuangan secara berkala.
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d. Pegawai setiap minggu melakukan pengecekan alarm dan CCTV dan dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan sehingga meminimalkan resiko tidak berfungsinya alarm dan
CCTV di BPR
4 . Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik
1. Dalam proses pengembangan dan pengadaan system elektronik sesuai dengan tahapan-
tahapan yang telah ditetapkan, tetapi ada beberapa tahapan yang tidak sempurna dalam
penerapannya diantaranya;

a. Analisa biaya dan manfaat

Analisa biaya dan manfaat sudah dilakukan secara sederhana yaitu sebatas
perkembangan teknologi dan kemampuan menghasilkan laporan dibandingkan dengan
teknologi sebelumnya.atau dilihat juga dari biaya perbaikan yang dilakukan

dibandingkan dengan harga baru dari satu system elektronik.

b. Peninjauan sebelum suatu system dilakukan pengembangan

Peninjauan dilakukan dengan melihat skala kebutuhan dibandingkan dengan
kebutuhan intern maupun kebutuhan pelaporan dari regulasi yang dibuat oleh OJK. Bila
system elektronik tidak bisa memenuhi kebutuhan yang dimaksud maka pilihannya

dengan melakuan pengantian. .

2. Pengadaan system elektronik sudah sesuai dengan prosedur pengadaan meliputi;
1) Usulan tertulis pengadaan Sistem Elektronik tim kerja untuk mendapatkan persetujuan

Direksi

2) Kesesuaian penyedia jasa T, perjanjian tertulis, lisensi, dan produk yang diperoleh

terhadap kebutuhan penyelenggaraan Tl

3) Kesesuaian spesifikasi penawaran dari penyedia jasa Tl dengan spesifikasi kebutuhan

penyelenggaraan Tl di BPR

4) Perbandingan penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa Tl satu dengan penyedia jasa

Teknologi Informasi lainnya
5) Kondisi keuangan penyedia jasa Tl dan komitmen penyedia jasa Tl terhadap pelayanan
6) Analisis Kebutuhan Pengguna

7) Analisis Biaya dan Manfaat
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3. Pengembangan system aplikasi perbankan di PT BPR ADI JAYA MULIA di kerjakan oleh PT

USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE dan dilengkapi dengan perjanjian tertulis yang mengatur

hak dan kewajiban kedua belah pihak antara lain :

Hak dan kewajiban para pihak
Biaya penyelenggara TSI
Kenaikan Biaya Penyelenggara
Register TSI

Ketentuan Lisensi

Penambahan Kantor Baru
Kerahasiaan data

Force Majeure

Pemutusan kerja sama
Penggunaan dan Penyalahgunaan TSI
Komitmen Penyelenggaraan TSI
Jaminan Pengendalian TSI
Jangka waktiu perjanjian
Garansi dan purnajual
Ketentuan SLA

Backup Data

Audit TSI

Escrow Source Code Account Agreement

Pergantian Vendor TSI

Penyelesaian Perselisihan

4. Operasional Teknologi Informasi

1. Pegawai yang menangani Tl sudah mejalankan fungsinya sesuai dengan SOP yang berlaku .

2. Terkait penjadwalan tugas sudah dilakukan dan tertulis. Untuk back up data-data keuangan

dilakukan setiap hari dengan menggunakan hardisk ekternal dan DRC
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3. Inventarisasi perangkat keras sudah dilakukan dan menjadi satu dengan system inventarisasi
aktiva tetap termasuk perangkat pendukung system elektronik (UPS) dengan system

pengkodean yang sistematis.

4. Perawatan perangkat keras dilakukan secara berkala tetapi tidak didasarkan kepada jadwal

perawatan melainkan berdasarkan informasi kerusakan yang disampaikan oleh user.

5. Pengamanan server yang ada Sudah yaitu ruangan pendingin (AC), tabung pemadam
kebakaran dan UPS,ruang tertutup hanya bisa diakses oleh yang mempunyai wewenang
Sumber listrik pusat data mengandalkan listrik PLN, dan sumber listrik cadangan seperti
generator, .

5. Jaringan Komunikasi

1. Sistem jaringan komunikasi menggunakan topologi tree, dimana setiap PC yang akan masuk
ke server harus melalui switch, sehingga tidak memungkinkan satu PC langsung terkoneksi

dengan PC lainnya.

2. Pengendalian akses jaringan sudah dilakukan namun belum maksimal karena belum adanya
penggunaan perangkat pengamanan jaringan komunikasi berupa, Intrusion Detection

System (IDS), dan Intrusion Prevention System (IPS)

3. Belum dilakukannya pengujian secara berkala terhadap keamanan jaringan komunikasi,

misalnya dengan penetration testing

4. tersedianya alternatif sistem komunikasi untuk mengantisipasi jika sistem yang ada
mengalami ganggu

6. Pengamanan Informasi

1. Pengamanan informasi terkait asset IT sudah dilakukan dengan baik, diklasifikasikan menjadi
informasi biasa, rahasia dan intern. dalam pelaksanaannya hak akses untuk masing-masing

klasifikasi sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab User.

Kewajiban pegawai untuk mengembalikan asset atau penutupan hak akses bagi pegawai
yang resign atau pindah jabatan sudah dilakukan tetapi belum dituangkan dalam bentuk

dokumentasi, sehingga jejak audit atas proses ini tidak bisa dilakukan.

2. Pengamanan secara phisik terhadap perangakat system elektronik sudah sesuai , dimana
untuk memasuki ruang server hanya pegawai yang ditunjuk, alamat e-mail sudah dibuatkan
perpegawai, data center sudah dalam ruangan tersendiri, up date password dilakukan secara

berkala..
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7. Rencana Pemulihan Bencana

1. Selama tahun 2024, bank belum mengalami troble (bencana) yang berpengaruh signifikan
terhadap server atau jaringan data bank. Kejadian yang pernah terjadi lebih banyak

diakibatkan oleh hubungan internet dan listrik..

2. Rencana pemulihan bencana yang saat ini sudah melakukan kerjasama DRC ( Disaster
Recovery Center ) dengan PT Ussi mulai tgl.4 November 2024 sampai tgl 4 November 2027
dan juga tetap melakukan backup manual dengan penyimpanan Hardisk Eksternal setiap
harinya .

8. Kerjasama Dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi

e Kerjasama dengan penyedia Jasa Teknologi Informasi ditandatangani tanggal , antara PT
BPR ADI JAYA MULIA dengan PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE tgl. 5 Oktober 2020. Jasa
yvang diberikan berupa Penyelenggaraan Teknologi Sistem Informasi Aplikasi Inti
Perbankkan PT. BPR ADI JAYA MULIA.
Didalam klausul-klausul perjanjian sudah memuat tentang Lingkup pekerjaan, jangka
waktu pengerjaan, jangka waktu berlangganan, biaya berlangganan, biaya dan tatacara
pembayaran, hak dan tanggungjawab, sanksi, force majure, perselisihan, pemutusan
hubungan kerja, lain-lain dan penutup.

e Kerja sama dengan PT. Ussi untuk Penyelenggaraan DRC yang ditandatangani tgl.04
November 2024 jasa yang diberikan berupa fasilitas untuk memulihkan kembali data atau
informasi serta fungsi fungsi penting system elektronik yang terganggu atau rusak akibat

terjadinya bencana yang di sebabkan oleh alam atau manusia

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Di bidang IT terdapat beberapa temuan antara lain

1. Kelemahan:
Bpr Adi jaya sudah melakukan kerjasama denga PT.Ussi untuk penyelenggaran DRC sejak
tanggal 04 November 2024 tetapi belum terdapatnya SOP yang mengatur tata cara
penggunaan DRC dan juga belum di tunjuknya petugas yang bertanggung jawab untuk
menjalankan DRC
Rekomendasi Audit
Harap dilengkapi SOP terkait DRC sehingga terdapat pedoman yang jelas tentang tugas dan
tanggung jawab masing masing Petugas yang di tunjuk
Tanggapan Auditee :
Akan dilengkapi tgl 31 Januari 2025
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Kelemahan :

Telah dilakukan pemeriksaan berita acara untuk pengecekan alarm dan CCTV terakhir

dilakukan pengecekan sesuai dengan dokumen terlampir bulan November 2024, untuk bulan

desember 2024 belum dilampirkan berita acara yang di maksud konfirmasi terhadap staf IT

pemeriksaan dilakukan setiap minggu tetapi berita acara pemeriksaan dilakukan sebulan

sekali

Rekomendasi Audit :

Setiap pengecekan alarm dan CCTV wajib di lengkapi berita acara pemeriksaan dan di setujui

oleh direksi terkait

Tanggapan Audite :

selanjutnya jadwal pengecekan CCTV dan ALARM akan langsung dilampirkan berita acara

hasilnya dan seterusnya

Bidang Operasional dan Pendanaan

A) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pokok-pokok hasil pemeriksaan terhadap penerapan

program APU PPT, adalah sebagai berikut :

e Kelemahan:

Belum optimalnya sistem analisa data nasabah di CBS baik itu untuk penentuan profile

resiko nasabah masih manual dan transaksi keuangan nasabah dalam pelaporan baik

itu LTKT maupun LTKM

Rekomendasi Audit :

Dikarenakan belum optimalnya sistem di CBS maka diperlukan peningkatan

kemampuan dalam pemahaman APU PPT baik di Frontliner maupun PE APU PPT

sehingga sistem pelaporan APU PPT sesuai dengan aturan yang berlaku

Tanggapan Auditee :

Sudah dilakukan konfirmasi ke USSI untuk membantu mempercepat proses

pengerjaan di sistem selain itu juga melakukan peningkatan pemahaman ke seluruh

karyawan dengan mengadakan pelatihan pelatihan APU PPT

e Kelemahan:

Masih terdapat beberapa Formulir data nasabah yang belum lengkap pengisian data

nasabah dalam pembukaan rekening baik tabungan maupun Deposito

Rekomensai Audit :

Untuk pengisian data data di formulir data nasabah wajib dilengkapi dan di sesuaikan

dengan data yang diberikan
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Tanggapan Audite :
Sudah dilengkapi dan kedepannya akan lebih teliti dalam pengisian formulir data
nasabah

B) Berdasarkan hasil pemeriksaan pokok-pokok hasil pemeriksaan terhadap Operasional ,

adalah sebagai berikut :

e Temuan:

Belum lengkapnya pengisian slip baik slip tarikan setoran dan pemidahbukuan.
Beberapa transaksi belum di lakukan verifikasi tandatangan nasabahnya
Rekomendasi Audit :
Harap lebih teliti dalam penginputan transaksi dan dual control harap dijalankan
secara seksama untuk menghindari kesalahan kesalahan tersebut
Tanggapan Auditee:

Akan lebih teliti dalam pemeriksaan slip sehingga meminimalkan kesalahan

3) Bidang Kredit
I SLIK

e Aplikasi SLIk Di PT. BPR Adi Jaya Mulia telah dilakukan pembagian Tugas sesuai surat
Penunjukan yang di buat Direksi per tanggal 31 Oktober 2022 dimana untuk
Supervisor (SLIK) di jabat oleh Kabag Kredit dan untuk permintaan informasi Debitur
(SLIK) di jabat oleh staf admin kredit sehingga fungsi Dual control berjalan dengan
baik , Pemeriksaan permohonan SLIK periode 31 Desember 2024 telah di lakukan
dengan memeriksa Log Book buku Registrasi dan permohonan SLIK di system selama
periode 31 Desember 2024 telah di akses sebanyak 590 permohonan dimana sudah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

21



B ¢ A
PT. BPR ADI JAYA MULIA

Il.  Pemeriksaan File Kredit
Berdasarkan hasil pemeriksaan pokok-pokok hasil pemeriksaan terhadap Kredit ,
adalah sebagai berikut :

e Temuan:

Terdapat beberapa debitur yang APHT belum selesai dilakukan mengingat pencairan
kredit sudah lama dilakukan harap ini segera di selesaikan
Rekomendasi Audit :
Untuk debitur debitur yang belum selesai APHT harap segera di lengkapi kekurangan
kekurangan yang di minta sehingga segera bisa di pasang APHT debitur tersebut untuk
kedepan harap dilakukan pengecekan dan dilengkapi berkas berkas yang diminta
kepada debitur sebelum kredit itu di cairkan
Tanggapan Auditee :
Akan segera di lengkapi kekurangan kekurangan yang diminta pihak terkait untuk

pemasangan APHT

Ill. Pemeriksaan Agunan Kredit Di Khasanah

Pemeriksaan agunan kredit di khasanah per 19 Desember 2024 Sesuai catatan di
system sebanyak 262 Agunan menurut perhitunga fisik yang dilakukan sebanyak 250
Agunan, terdapat selisih sebanyak 12 Agunan ini disebabkan karena masih dalam
proses pemasangan APHT oleh notaris dan sudah dilengkapi oleh Cover note dari

notaris tentang waktu penyelesainya
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BAB IV
EVALUASI DAN KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa bisnis PT. BPR Adi Jaya Mulia tidak tercapai darirencana
bisnis bank 2024 yang sudah di susun sebelumnya . Untuk bagian Kredit di perlukan peningkatan
kemampuan SDM untuk menganalisa dan melakukan penilaian jaminan sehingga menghasilkan kredit
yang berkualitas, untuk bagian operasional perlu dilakukan pelatihan APU PPT dan pengenalan resiko
yang dikelola BPR sehingga mampu melakukan mitigasi resiko dan juga perlu pengawasan untuk

corebanking system BPR sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku

EVALUASI

1. Bidang Perkreditan

Belum maksimal standar penyusunan Laporan Analisa Kredit sehingga dalam pelaksanaannya

informasi yang disajikan dalam analisa kredit belum lengkap dan akurat, dan penilaian agunan

lebih ditujukan untuk pemenuhan nilai dikaitkan dengan jumlah kredit yang akan diputuskan,
hal tersebut tercermin dari

a. perhitungan kebutuhan dana debitur harap di analisa secara tepat sehingga sesuai dengan
yang dibutuhkan dan juga kemampuan bayar ( angsuran ) debitur

b. Analisa kredit modal kerja dan investasi belum secara otomatis mengevaluasi terhadap
usaha dari obyek yang dibiayai, belum menginformasikan/mengevaluasi profil usaha
sekurang-kurangnya terkait volume usaha, perputaran barang usaha, pasar/penjualan dari
hasil usaha, pengalaman mengelola usaha, lokasi usaha, jenis barang yang diproduksi/dijual,
kelangsungan usaha dan keuntungan usaha,

c. Minimnya informasi sumber pengembalian kredit, perhitungan repayment capacity belum
didukung dengan data dan dokumen pendukung yang memadai seperti neraca, perhitungan
laba/rugi, arus kas, proyeksi keuangan, dokumen pendukung keuangan (bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran calon debitur, bukti pembelian barang, data persediaan,
SPK/Porchesing Order).

d. Perlu dilakukan pelatihan pelatihan untuk penilaian agunan ( appraisal) sehingga akurat

dalam penentuan nilai agunan yang dijaminkan untuk meminimalkan resiko resiko yang

akan terjadi
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2 Bidang Operasional
Terdapat beberapa kelemahan lain dalam penerapan dan implementasi APU dan PPT yang perlu
ditindaklanjuti oleh Bank, hal tersebut tercermin sebagai berikut:
e Belum maksimalnya dilakukan proses EDD untuk nasabah simpanan di BPR Adi Jaya
Mulia dan juga proses pengkinian data nasabah
e Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU
dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah
e Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan
program APU dan PPT yang terkini, risiko produk bank, kegiatan dan kompleksitas usaha
bank, dan volume transaksi bank
e Perlu ditingkatkan sistem CBS BPR Adi Jaya Mulia dalam membantu unit kerja terkait
dalam pemantauan profil nasabah dan profil transaksi nasabah
3 Pencatatan Akuntansi dan Transaksi Teller
Perlu ditingkatkan fungsi Dual Control untuk meminimalkan resiko salah input jurnal, nominal
dan lain sebagainya dan juga di tingkatkan ketelitian dan kemampuan dalam pemahaman jurnal
transaksi sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan kondisi keuangan pada Laporan Keuangan Konsolidasi, analisa Tingkat

Kesehatan Bank, beserta pokok-pokok hasil pemeriksaan Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1.

Periode 31 Desember 2024, komponen Neraca dan Laba Rugi belum mencapai proyeksi yang
ditentukan dalam RBB

Dilihat dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank di atas, beberapa kategori sehat dan ada beberapa
rasio yang tidak sesuai target dan wajib menjadi perhatian manajemen

perlu ditingatkan kemampuan analisa kredit dan pengawasan aktif dari atasan sehingga dengan
analisa kredit yang baik di harapkan kualitas kredit yang diberikan meningkat,

Bahwa beberapa temuan hasil pemeriksaan di tahun 2024 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan
sesuai dengan jangka waktu komitmen yang ditentukan

untuk IT di monitoring perkembangan sistem untuk APU PPT yang sedang di kembangkan

sehingga mengurangi analisa secara manual untuk pelaporan LTKM dan LTKT
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Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR ADI JAYA MULIA untuk periode 31 Desember 2024

ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 20 Januari 2025

Wm\

Nyoman Widiartha

Satuan Pengawas Intern

Mengetahui

i}
Ketut Wi na Anak Agung Ngurah Sudiptha
Direktur Utama Komisaris Utama
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PENDAHULUAN

Sehubungan dengan Peraturan Otontas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank
Perekonomian Rakyat Syariah, selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR, Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOQJK.03/2016 tentang Penerapan
Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan di atas, maka PT BPR Adi Jaya Mulia wajib menyampaikan Laporan
Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Penode Januari - Desember Tahun 2024. Sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank
Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran
Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas
Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian
Rakyat, maka laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang
membawahkan fungsi Kepatuhan dilaporkan secara semesteran yang merupakan
bagian dari pelaporan pelaksanaan tata kelola semesteran, dimana laporan
pelaksanaan tata kelola ini juga merupakan bagian laporan berkala semesteran pada
laporan tingkat kesehatan BPR (TKS BPR).

Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR merupakan tanggung jawab Direksi
dengan pengawasan dari Dewan Komisaris. Dalam rangka pelaksanaan fungsi
kepatuhan, BPR harus memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Laporan Pokok-
Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
paling sedikit mencakup :

A. Informasi Umum BPR sesuai dengan kondisi terkini yang paling
sedikit mencakup :

] | | Ya ¢
Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Periode Januan - Desember Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner
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1. Struktur organisasi yang meliputi : Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat
Eksekutif;

2. Formasi sumber daya manusia pada setiap unit kerja, pendidikan, dan
lama masa jabatan pada posisi saat ini termasuk Direksi dan Dewan
Komisaris; dan

3. Ketentuan intern yang telah dimiliki termasuk tanggal pemberlakuannya.

B. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di BPR, paling sedikit
mencakup :

1. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh
unit kerja BPR terkait, mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
perundang-undangan lain yang terkini dan relevan;

2. Penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja BPR termasuk
rencana penyesuaian ketentuan internal yang belum sesuai dengan
ketentuan dan termasuk pemenuhan struktur organisasi/sumber daya
manusia;

3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk
penjelasan atas upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan; dan

4. Pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan
otoritas lain, seperti : BI, PPATK, dan LPS.

A. INFORMASI UMUM

I. STRUKTUR ORGANISASI
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Struktur Organisasi PT BPR Adi Jaya Mulia di atas telah sesuar den

ketentuan setungga telah memenuhi dan segy aspek kepatuhan dimana
sejak Tangga! 31 Oktober 2023 komposisi jJumlah pengurus telah sesua
ketentuan yang berlaku dengan diangkatnyva jabatan Komisans dan
jabatan Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungs: Kepatuhan
yang telah dibuatkan akta dengan Akta Nomor 02 Tanggal 01 Nopember
2023 yang dibuat di Notans Ketut Putu Suardana, S H, M.Kn di Buleleng
dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada laporan bulanan

terdekat secara danng melalui Aplikasi Pelaporan Otoritas Jasa keuangan

(APOLO)

Susunan Unit Kerja Khusus Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM
sesual Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang
Penerapan  Program  Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan
Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah
Massal Di Sektor Jasa Keuangan telah dibentuk oleh Direksi dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Nomor 004/SK/DIR-AJM/0224
tentang Pembentukan Unit Kerga Khusus (UKK) APU, PPT, Dan PPSPM
vang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Direksi dengan Nomor
002/SK/DIR-AJM/0324 tentang Perubahan Anggota Pelaksana UKK APU,
PPT, Dan PPSPM akibat adanya penggantian atau mutasi pada posisi
Customer Service pada tanggal 25 Maret 2024,

Yang menjadi perhatian Direksi ke depannya adalah pembentukan atau
penunjukan petugas unit khusus yang menangani dan bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan penerapan ¢

1. Integritas Pelaporan Keuangan BPR,

2. Pelindungan Konsumen dan Masyarakat,

3. Strategi Anti Fraud
scbagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dimana hal tersebut harus segera dipenuhi di Tahun 2025 dan sebagai

wujud Kepatuhan BPR terhadap ketentuan otoritas.

Struktur Organisasi PT BPR Adi Jaya Mulia, sebagai berikut :

| aporan Pokcd Fukot Peum sarme Tugas Drrts ¥ ang Mer bow shdan Fungs Repetuhan Pervde jamuan - Deserter Tatun 2004

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



	TKBPRKA-A0000-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0110-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0120-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0131-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0132-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0133-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0210-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0220-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0310-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0320-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0410-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0420-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0510-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0520-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0610-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0620-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0700-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0810-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0820-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A0900-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A1000-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A1100-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-A1200-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0000-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0001-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0100-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0200-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0300-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0400-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0500-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0600-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0700-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0800-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B0900-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B1000-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf
	TKBPRKA-B1100-R-20241231-010201-601029-ayunulus@gmail.com.pdf

